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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor
penghambat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap realisasi target
pendapatan sektor pajak di Kelurahan Rite Kota Bima. Instrumen yang digunakan untuk
memperoleh informasi adalah menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik pengambilan
sampel sistematis dan sampel kuota. Sampel sistematis didasarkan pada wilayah (RW/RT)
yang dipilih secara acak. Sampel wilayah (RW) ditentukan 50%, demikian pula untuk RT.
Setelah ditemukan sampel wilayah, ditentukan sampel wajib pajak secara kuota yaitu masing-
masing 5 orang wajib pajak dari setiap RT. Dengan demikian seluruh jumlah sampel adalah
sebanyak 40 orang. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah pedoman
observasi, angket dan pencatatan dokumentasi.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis
statistik, yaitu dengan menggunakan perhitungan persentase untuk menggambarkan faktor-
faktor hambatan penerimaan PBB dan realisasi dan target pendapatan sektor pajak, di mana
persentase dikategorikan dengan skala; 75%-100% (kategori tinggi), 50%-75% (kategori
sedang), < 25% (kategori rendah).

Hasil penelitian mengungkapkan terdapat beberapa faktor hambatan penerimaan PBB.
Beberapa faktor dimaksud antara lain: (1) faktor pemerintah/perundang-undangan, (2) faktor
objek pajak, (3) faktor wajib pajak, dan (4) faktor petugas pemungut pajak. Besarnya
ketetapan dari pemerintah mengenai target pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan dari
tahun 2008 hingga tahun 2010 diharapkan meningkat, akan tetapi dalam realisasinya hanya
tahun 2008 dan tahun 2009 saja yang mencapai target prosentase tinggi sedangkan pada tahun
2010 mengalami penurunan penajaman target prosentase. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor
luar yang datanya diperoleh dari hasil analisis kantor PBB diantaranya adalah disebabkan
krisis ekonomi masyarakat, kenaikan BBM dan kebutuhan pokok. Dilihat dari faktor
penghambat, diperoleh rata-rata hambatan sebesar 56,75% yang tergolong sedang, sedangkan
dari gambaran realisasi target selama tiga tahun terakhir mencapai 82% yang tergolong tinggi.
Dengan demikian faktor hambatan tidak terlalu berpengaruh terhadap target pendapatan
sektor pajak di Kelurahan Rite.

Kata kunci : Faktor penghambat, target dan realisasi pajak
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tidak pernah lepas dari interaksi antara
sesama. Biasanya interaksi tersebut
melahirkan suatu norma yang disepakati
dan dipatuhi bersama untuk mengatur dan
menjamin keharmonisan hidup. Jadi, pada
hakekatnya dalam kehidupan manusia
selalu terikat pada aturan-aturan yang
membatasi ruang gerak langkahnya demi
suatu kepentingan bersama. Dengan kata
lain, manusia dalam bersosialisasi di
lingkungannya tidak boleh melakukan
perbuatan semaunya sendiri atau
menonjolkan kepentingan sendiri,
melainkan harus menjunjung tinggi nilai
dan kepentingan bersama agar harmonisasi
hidup dapat terealisir.

Norma hukum yang mengatur
falsafah hidup berbangsa dan bernegara di
Indonesia diatur dalam UUD 1945.
Aturannya dibuat agar warga masyarakat
dapat hidup sejahtera senantiasa. Untuk
mencapai cita-cita tersebut negara
membutuhkan dana yang tidak sedikit
untuk membiayai berbagai keper¬luan
dalam pembangunan negara Indonesia.

Bagi negara Indonesia jelaslah
bahwa pajak merupakan salah satu sumber
pembiayaan pembangunan yang sangat
penting karena pembangunan yang sedang
dilaksanakan oleh pemerintah dan
masyarakat Indonesia sekarang ini adalah
merupakan pengamalan Pancasila dengan
tujuan utama yaitu untuk menciptakan
kesejahteraan rakyat sesuai dengan salah
satu tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu
untuk memajukan kesejahteraan umum.
Sumber pembiayaan pembangunan kita
sekarang ini tidak lagi bersumber semata-
mata dari penerimaan minyak dan gas bumi
serta bantuan luar negeri melainkan sumber
penerimaan dalam negeri terutama dari
sektor pajak baik pajak langsung maupun
pajak tidak langsung.  Oleh sebab itu,
pemerintah terus mengupayakan
menciptakan strategi yang semakin mantap
dalam mengelola sistem perpajakan
nasional yang dituangkan dalam bentuk
peraturan perundang-undangan yang ada

dalam rangka mening-katkan pendapatan
negara dari sektor pajak.

Dalam Undang-Undang nomor 28
tahun 2007 pasal 1 disebutkan bahwa pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Undang-undang ini menuntut agar segala
sesuatu yang berhubungan dengan
perpajakan dan segala aspek terkaitnya
diatur dalam undang-undang sendiri agar
dapat menjamin hubungan hukum antar
negara dengan warganya yang
berkewajiban membayar pajak.

Undang-undang nomor 12 tahun
1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) merupakan salah satu undang-
undang perpajakan yang merupakan produk
penyempurnaan, karena sistem perpajakan
khususnya pajak kendaraan dan kekayaan
atas pemilikan harta benda yang berlaku
sebelumnya, sebagian besar masih
dilaksanakan berdasarkan perundang-
undangan pajak yang disusun pada zaman
kolonial, dimana sistim ini telah
menimbulkan beban pajak berganda bagi
masyarakat.

Bumi dan bangunan tidak dapat
disangkal lagi memberikan keuntungan
atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih
baik bagi orang atau badan yang
mem¬punyai suatu hak atasnya atau
memperoleh manfaat dari padanya. Oleh
karena itu wajar apabila mereka diwajibkan
memberikan sebagian dari manfaat atau
kenik¬matan yang diperolehnya kepada
negara melalui pajak.

Langkah-langkah ke arah
peningkatan penerimaan negara dari sektor
pajak khususnya pajak bumi dan bangunan
mulai kelihatan dengan ditetapkannya
target penerimaan daerah untuk setiap
tahun anggaran berjalan yang harus dicapai
untuk setiap daerah yang bersangkutan.
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Target penerimaan daerah yang sudah
ditetap-kan sebelumnya itu, dapat
terealisasi dengan menempuh berbagai
upaya misalnya dengan menetapkan target
penerimaan dari setiap kecamatan, bahkan
setiap kecamatan menetapkan target
penerimaan setiap desa atau kelurahan.
Kebijakan di atas ditempuh pemerintah
untuk meningkatkan pendapatan
pemerintah khu¬susnya dari sektor pajak
bumi dan bangunan. Menurut Subrata
(1988: 34) bahwa “Pendapatan dapat
diartikan sebagai segala peralatan dalam
bentuk apapun yang merupakan
tanggungan jumlah uang dan atau nilai
yang diperoleh selama satu tahun yang
berasal dari sumber pendapatan”.

Namun demikian, kebijakan-
kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah
belum mencapai hasil yang diharapkan
karena hambatan-hambatan yang ditemui.
Hambatan-hambatan yang selalu timbul
dalam suatu sistem perpajakan adalah
bagaimana menciptakan sistem yang dapat
menghasilkan suatu pengertian yang baik
antara masyarakat sebagai pembayar pajak
dan pemerintah selaku pembuat undang-
undang perpajakan.

Jika produk peraturan yang dibuat
sulit dimengerti oleh masyarakat maka
timbul suatu bentuk perlawanan pajak,
yang cara, bentuk dan dalihnya bisa
bermacam-macam. Pemerintah juga wajib
memberikan pengertian kepada masya-
rakat, memberikan bimbingan dan
penyuluhan serta menerbitkan buku-buku
peraturan, prosedur perhitungan pajak,
hambatan-hambatan dalam kebijak¬sanaan
di atas khususnya masalah bimbingan dan
penyuluhan masih terasa, karena
perbandingan tim penyuluhan dan jumlah
anggota masyarakat sangat tidak
sebanding.

Menurut Brotodiharjo (1984: 11)
bahwa “hambatan-hambatan dalam
pemungutan pajak berupa perlawanan
pajak yang dibedakan antara perlawanan
pasif dan perlawanan aktif”. Perlawanan

pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang
mempersukar pemungatan pajak yang erat
hubungannya dengan struktur ekonomi,
pembangunan moral dan intelektual
penduduk serta sistem pemungutan pajak
itu sendiri. Sedangkan perlawanan aktif
meliputi semua usaha dan perbu-atan, yang
secara langsung ditujukan kepada
pemungut pajak dan bertujuan untuk
menghindari pajak.

Pemerintah Kota Bima, sejauh ini
yang peneliti amati melakukan penyuluhan
pajak bumi dan bangunan secara intensif
dan berkesinambungan di kelurahan-
kelurahan di wilayah Kota Bima. Lebih
khusus lagi di Kelurahan Rite, sejauh ini
masih terdapat hambatan yaitu adanya
perlawanan terhadap anjuran pemerintah
terkait kewajiban membayar pajak bumi
dan bangunan. Berdasarkan observasi
penulis dalam melakukan penelitian dalam
terealisasi dan penerimaan pajak bumi dan
bangunan. Dari uraian tersebut jelaslah
bahwa pemerintah saat ini berusaha
meningkatkan penerimaan negara dari
sektor pajak untuk meningkatkan
pendapatan negara. Namun demikian,
usaha-usaha pemerintah tetap saja
menemui hambatan-hambatan yang
berimbas pada jumlah pendapatan negara

METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan empiris
karena gejala yang akan diteliti telah ada
secara wajar. Sifat dari penelitian ini adalah
analisis deskriptif-korelasional. Karena data
digambarkan menurut apa adanya. Dalam
penelitian ini selain menguraikan faktor-
faktor penghambat keefektifan penerimaan
pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Rite
juga untuk mengetahui pengaruh faktor-
faktor penghambat keefektifan penerimaan
pajak bumi dan bangunan terhadap
pendapatan sektor pajak di Kelurahan Rite.

Adapun dalam penelitian ini
menggunakan teknik pengambilan sampel
sistematis dan sampel kuota. Sampel
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sistematis didasarkan pada wilayah
(RW/RT) yang dipilih secara acak. Sampel
wilayah (RW) ditentukan 50% yaitu 2 RW,
demikian pula untuk RT menjadi 5 RT.
Setelah ditemukan sampel wilayah,
ditentukan sampel wajib pajak secara kuota
yaitu masing-masing 8 orang wajib pajak
dari setiap RT. Dengan demikian seluruh
jumlah sampel adalah sebanyak 40 orang.

Instrumen penelitian merupakan alat
bantu dalam upaya pengumpulan data,
dalam penelitian ini instrumen yang
digunakan adalah :  1. Observasi. Yaitu
teknik pengumpulan data dengan cara
melakukan pengamatan langsung pada
obyek penelitian. Metode observasi
digunakan untuk memperoleh data yaitu
untuk mengetahui secara lebih
dekat/langsung kegiatan pembayaran pajak
bumi dan bangunan yang dilakukan wajib
pajak melalui pedoman observasi. 2.
Angket. Adalah sejumlah pertanyaan
tertulis yang digunakan untuk memperoleh
informasi dari responden dalam arti laporan
tentang pribadinya atau hal-hal yang ia
ketahui. Angket digunakan untuk
memperoleh data hambatan pembayaran
pajak bumi dan bangunan. Bentuk angket
yang digunakan adalah angket langsung
yang berbentuk tertutup yang tipenya
adalah pilihan dengan 20 item pertanyaan
yang jawabannya telah disediakan.
Selanjutnya data yang terkumpul diolah
dengan menghitung frekuensinya kemudian
diprosentasekan dan ditabulasikan. 3.

Dokumentasi. Yaitu cara mencari
data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,
notulen rapat dan sebagainya. Dalam hal ini
peneliti memanfaatkan arsip-arsip untuk
mendapatkan data daftar nama wajib pajak
dan pembayaran pajak di Kelurahan Rite

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang disajikan adalah data

mengenai faktor-faktor hambatan
penerimaan pajak bumi dan bangunan serta
data mengenai realisasi dan target
pendapatan sektor pajak di Kelurahan Rite.
Data-data dimaksud disajikan berturut-turut
pada sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data tentang Faktor-faktor Hambatan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
No
.
Sb
y

Butir-butir Angket
Wajib Pajak Pemerintah/Peru

ndang-undangan
Petugas

Pemungut pajak
Objek
Pajak

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
01 √ √ √ √ √ √ √ √
02 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
03 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
04 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
05 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
06 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
07 √ √ √
08 √ √ √ √ √
09 √ √ √ √ √ √ √ √ √
10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
14 √ √ √ √ √ √ √
15 √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
17 √ √ √ √ √ √ √ √ √
18 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
19 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
20 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
21 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
22 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
23 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
24 √ √ √ √ √ √ √ √
25 √ √ √ √ √ √ √ √
26 √ √ √ √ √ √ √ √ √
27 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
29 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
30 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
31 √ √ √ √ √ √ √ √
32 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
33 √ √ √ √ √ √ √ √
34 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
35 √ √ √ √ √ √ √ √ √
36 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
37 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
38 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
39 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
40 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ju
ml
ah

2
5

2
5

1
7

3
0

2
9

3
1

2
6

3
4

2
7

3
1

1
0

5 1
8

5 1
0

3
0

2
7

2
8

29 15

Sumber : Kantor Kelurahan Rite (data
diolah)

Tabel 4.2
Data Realisasi Penerimaan Pajak Perbulan
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Pada Tahun 2017
Bulan Realisasi

WP Ketetapan %
12 1.532 21.473.127 78.68
11 1.532 21.473.127 78.68
10 1.492 21.109.308 77.35
09 1.071 10.607.139 38.87
08 946 9.301.366 34.08
07 791 7.866.076 28.82
06 663 6.790.386 24.88
05 490 4.965.185 18.19
04 344 3.825.678 14.02
03 208 1.501.798 5.50
02 - - 0.00
01 - - 0.00

Sumber : Kantor Kelurahan Rite Kota
Bima (data diolah)

Tabel 4.3
Data Realisasi Penerimaan Pajak Perbulan

Pada Tahun 2018
Bulan Realisasi

WP Ketetapan %
12 2.435 26.301.880 94.15
11 1.525 17.295.080 61.93
10 1.525 17.295.080 61.93
09 1.389 15.449.657 55.33
08 1.341 14.845.062 53.17
07 1.300 14.335.769 51.34
06 503 5.515.414 19.75
05 347 4.177.653 14.96
04 187 2.001.883 7.17
03 - - -
02 - - -
01 - - -

Sumber : Kantor Kelurahan Rite Kota
Bima (data diolah)

Tabel 4.4
Data Realisasi Penerimaan Pajak Perbulan

Pada Tahun 2019
Bulan Realisasi

WP Ketetapan %
12 - - -
11 - - -
10 - - -
09 - - -
08 923 12.005.413 40.00
07 633 8.832.813 29.43
06 409 6.459.389 21.52
05 315 4.494.580 14.98
04 96 899.163 3.00
03 - - -
02 - - -
01 - - -

Sumber : Kantor kelurahan Rite Kota
Bima (data diolah)

Tabel 4.5
Data tentang Realisasi dan Target

Pendapatan Sektor Pajak Bumi dan
Bangunan di Kelurahan Rite

Tahun Target Realisasi %
2017 Rp.

22.332.337
Rp.

20.549.006
92,01%

2018 Rp.
27.925.376

Rp.
26.301.880

94,17%

2019 Rp.
30.010.682

Rp.
17.835.326

59,45%

Sumber : Kantor Kelurahan Rite Kota Bima
(data diolah)

Pemenuhan terhadap pencapaian
target pendapatan sektor pajak tidak
terlepas dari faktor-faktor hambatan yang
mempengaruhinya. Dilihat dari analisis
data dalam penelitian ini terbukti bahwa
faktor hambatan penerimaan pajak bumi
dan bangunan yang paling tinggi adalah
dipengaruhi oleh aspek
pemerintah/perundang-undangan sebesar
75%, kemudian diikuti oleh aspek objek
pajak sebesar 65%, aspek wajib pajak
sebesar 63% dan aspek petugas pemungut
pajak sebesar 24%. Dari hasil penjumlahan
prosentase keempat faktor penghambat
tersebut diperoleh rata-rata prosentase
hambatan sebesar 56,75%, angka ini jika
dilihat dari skala prosentase
mengindikasikan bahwa faktor penghambat
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masih tergolong sedang.  Dari hasil analisis
juga diperoleh rata-rata realisasi target
pendapatan sektor pajak sebesar 82% yang
tergolong tinggi.
Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa
faktor-faktor hambatan tidak terlalu
berpengaruh terhadap realisasi dan target
pendapatan sektor pajak di Kelurahan Rite
terbukti dengan rata-rata realisasi
penerimaan yang masih tergolong tinggi
82% dan faktor penghambat juga tergolong
sedang yakni 56,75%.

.
KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat
diambil dari hasil penelitian ini adalah
sebagai berikut :1. Terdapat beberapa faktor
hambatan penerimaan PBB. Beberapa faktor
dimaksud antara lain: (1) faktor
pemerintah/perundang-undangan, (2) faktor
objek pajak, (3) faktor wajib pajak, dan (4)
faktor petugas pemungut pajak.2.Besarnya
ketetapan dari pemerintah mengenai target
pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan
dari tahun 2017 hingga tahun 2019
diharapkan meningkat, akan tetapi dalam
realisasinya hanya tahun 2017 dan tahun
2018 saja yang mencapai target prosentase
tinggi sedangkan pada tahun 2019
mengalami penurunan penajaman target
prosentase. Hal tersebut dipengaruhi oleh
faktor luar yang datanya diperoleh dari hasil
analisis kantor PBB diantaranya adalah
disebabkan krisis ekonomi masyarakat,
kenaikan harga kebutuhan pokok. 3. Dilihat
dari faktor penghambat, diperoleh rata-rata
hambatan sebesar 56,75% yang tergolong
sedang, sedangkan dari gambaran realisasi
target selama tiga tahun terakhir mencapai
82% yang tergolong tinggi. Dengan
demikian faktor hambatan tidak terlalu
berpengaruh terhadap target pendapatan
sektor pajak di Kelurahan Rite.
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